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PERAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS DI DESA BALEADI KECAMATAN SUKOLILO
KABUPATEN PATI)

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran perangkat desa dalam pengelolaan
keuangan dana desa di Desa Baleadi, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang
mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa
Baleadi. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan
data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian
dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data
dan triangulasi teknik. Berdasarkan hasil penelitian peran kepala desa dalam
merealisasikan penggunaan anggaran dana desa tersebut adalah upaya
pengawasan dalam tahap perencanaan alokasi dana desa yaitu melakukan
musyawarah, berkoordinasi dengan aparat desa dan masyarakat desa. Sedangkan
bentuk pengawasan kepala desa adalah membentuk tim pelaksana pengawasan
pembangunan dengan cara menunjuk dan menyerahkan pengawasan kepada
penanggungjawab pembangunan. Tahap evaluasi dari seluruh perencanaan
pembangunan fisik telah terselesaikan dengan baik hanya dalam bidang
administrasi kepala desa memutuskan untuk menyewa tim untuk penyusunan
laporan untuk memenuhi standar ketentuan. Sedangkan faktor pendukung
pengelolaan dan pelaksanaan program masyarakat desa Baleadi mendukung
semua rencana yang direncanakan oleh pemerintahan Kabupaten Pati khususnya
Desa Baleadi yang mana masyarakat sepenuhnya mendukung dan ingin ikut ambil
andil dalam pembangunan desa yang telah direncanakan agar pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan akuntabel dan transparansi
dalam penggunaan anggaran dana desa yang direalisasikan. Sedangkan faktor-
faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan dana desa Baleadi tahun 2019 yaitu
aturan, sumberdaya manusia aparatur, sarana dan prasarana, dan budaya kerja dan
masyarakat.

Kata Kunci: peran perangkat desa, pengelolaan dana desa

Abstract

The purpose of this study can be to find out how the procedures for managing
village funds in Baleadi Village, and to find out what factors support and hinder
the implementation of village fund management in Baleadi Village. This type of
research uses descriptive qualitative data collection techniques using the method
of observation, interviews, and documentation. Data analysis uses an interactive
model through data collection, data reduction, presentation and drawing
conclusions. The validity of the data uses triangulation of data sources and
triangulation of techniques. Meanwhile, the form of village head supervision is to
form a development supervision implementing team by appointing and handing
over supervision to the peron in charge of development planning has been



completed properly, only in the head administration decided to hire a team to
order reports for standard village provisions. While the supporting factors for
management and implementation meet the community programs of Baleadi
village support all plans planed by the goverment of Pati Regency, especially
Baleadi village. The community fully supports and wants to take part in the
planned village development so that the implementation of development can run
smoothly and in accordance with accountability and transparency in the use of
which village funds are realized. While the factors inhibiting the implementation
of Baleadi village fund management in 2019 are rules, human resources
apparatus, facilities and infrastructure, and work culture and society.

Keywords: the role of village official, managing funds for the village

1. PENDAHULUAN

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat diserahi
kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (medebewind). Tugas
pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan
peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)
bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dana desa yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana diatur dalam ketentuan
pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun
2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa,
pemerintah mempunyai tugas pokok (Nurcholis, 2011): (a) Melaksanakan urusan
rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina

masyarakat. (b) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah



provinsi dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut lahirlah fungsi
pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam
kehidupan bermasyarakat.

Hampir semua aparat pemerintahan paham tentang komunikasi namun
tidak semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, khususnya
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan fungsi-fungsi utama
pemerintahan yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, dan bersama-sama
masyarakat mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan pihak
lain secara ilegal. Pemerintahan berlangsung dari tataran tinggi sampai pada
tataran rendah, salah satu tujuan pemerintah adalah untuk memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat.Dalam tataran rendah bisa dilihat pada sistem
pemerintahan Desa Penyelengaraan pemerintahan di desa mendasari bahwa desa
memiliki peran penting untuk mensejahterakan masyarakat, terutama melalui
kebijakan-kebijakan. Paradigma pemerintahan desa dewasa ini telah mengalami
banyak perubahan. Antara lain, perubahan mengenai tugas serta fungsi pemerintah
dalam memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki. Untuk dapat unggul
dalam bersaing dan tetap bertahan, maka pemerintahan desa harus adaptif dan
lebih fleksibel, sedangkan untuk mencapai tujuan pemerintahan tersebut
diperlukan komunikasi sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan
pemerintah desa sebagai bentuk demokrasi (Hasan, 2005).

Perbedaan paradigma dan persepsi antar perangkat desa dalam
menyelenggarakan pemerintahan selayaknya dijembatani secara proporsional dan
bertanggung jawab oleh kepala desa. Sebagai contoh dalam lingkup pembangunan
desa misalnya dijumpai bahwa proyek pembangunan desa yang dilakukan
mengalami hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Dana desa yang
dialokasikan dan juga sikap pro-aktif dari masyarakat tidak didukung oleh
kebijakan yang berkesinambungan sehingga pemanfaatan efektivitas dana dan
waktu dalam menjalankan program pembangunan kurang berjalan dengan baik.
Program pembangunan yang tidak selesai sesuai dengan target.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus

melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan



Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat
mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus
bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas
transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang
dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh
desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik
dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum
memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan
keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah
desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi
aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum
jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur
pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus
memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya,
serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan
pertanggungjawaban.

Ada beberapa perlunya diberikan tugas pembantuan kepada daerah dan
desa, yakni : adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang
dilakukannya pemberian tugas pembanguan dari pemerintah kepada daerah dan
desa dan dari pemerintah daerah kepada desa, dasarnya adalah mulai dari p asal
18 Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada Undang-Undang pelaksanaannya
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004.

Dengan adanya tujuan diberikannya tugas pembantuan (Medebewind)
adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian
tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan
penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan

daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya (Sadu, dkk, 2006).



Berdasarkan uraian pendahuluan penulis merumuskan masalah
Bagaimanakah prosedur dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa
Baleadi? Dan Faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam
pelaksanaan pengelolaandana desa di Desa Baleadi?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini,
ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis agar bermanfaat bagi
penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.Tujuan dalam
penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana
prosedur pengelolaan keuangandana desa di Desa Baleadi. Untuk mengetahui
faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan

dana desa di Desa Baleadi.

2. METODE

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan
pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan
secara tertulis. Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara
mengumpulkan data yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan, buku-
buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai
data. Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari: Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di desa Baleadi Kabupaten Pati. Tahap-tahap
dalam pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan sampai dengan
penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan
selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak bulan Agustus sampai bulan
November 2020. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data menggunakan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi
data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan

triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.



Menurut Moeloeng (2005), observasi atau pengamatan merupakan suatu
teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan
terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi merupakan aktivitas
penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah
penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Menurut Margono
(2010:165), wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk
dijawab secara lisan pula. Menurut Arikunto (2010:198), wawancara adalah
sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh
informasi dari terwawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dari

masyarakat terhadap tindakan oleh peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Peran kepala desa adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa baik dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kepala desa terhadap penggunaan dana
desa. Penggunaan anggaran dana desa di gunakan untuk pembangunan di desa,
yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan desa ditegaskan bahwa Pembangunan desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa.

Adapun peran kepala desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran
dana desa adalah: Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa
merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima pemerintah daerah
kabupaten/kota paling sedikit dari 10% dari dana perimbangan. Penyerahan dana
desa diberikan dalam tiga tahapan atau tiga termin, yaitu tahap pertama sebesar
30% dari jumlah alokasi dana desa, kemudian tahap kedua sebesar 40% dari
jumlah alokasi dana desa, dan yang terakhir sejumlah 30% dari dana alokasi dana
desa.



Dana tersebut akan dipergunakan sebesar 30% nya untuk operasional
pemerintah desa, seperti: Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa
sebesar 25%, dan operasional Badan Permusywaratan Desa sebesar 5%, sisa dana
desa sebsar 70% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan
rincian: sebesar 40% digunakan untuk pembangunan fisik sarana danprasarana
penunjang kegiatan desa, dan sebesar 30% dari alokasi dana desa dipergunakan
untuk kegiatan kelembagaan desa. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Desa
Baleadi Kecamatan Sukolilo menyatakan bahwa modal atau materi merupakan
salah satu hal terpenting yang dibutuhkan untuk dapat memberdayakan
masyarakat. Kepala Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo sejauh ini telah berusaha
mentaati segala peraturan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan yang
diperoleh dari pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan tahapan perencanaan telah
disusun sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Pada tahapan perencanaan, Kepala Desa Baleadi melakukan musyawarah
dengan tujuan untuk membuat persiapan pembangunan desa agar perencanaan
pembangunan desa berjalan dengan baik. Dalam penyusunan RPJM Kepala Desa
melakukan rapat koordinasi dengan aparat desa dan musyawarah desa,
perencanaan penggunaan yang di putuskan dalam anggaran penggunaan APBDes
Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut: a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 695.105.994. b)
Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 116.509.747. c) Bidang
pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 1.742.335.500. d) Bidang
pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp. 116.509.747. e) Jumlah belanja desa
sebesar Rp. 2.623.911.241

Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Pengelolaan Dana Desa dimulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, sebagaimana
ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Desa, yang menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan

Dana Desa harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:



a. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan
dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur
masyarakat di Desa serta meningatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat
yang ada besarta komponen masyarakat yang lain.

c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan
dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui
partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa
pengelelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah
Desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).

Dana desa yang diterima oleh Desa Baleadi pada tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 2.654.595.420. Dana sebesar tersebut digunakan untuk membiayai
segala pembangunan infrastruktur yang kurang memadai di Desa Baleadi,
sebagian besar adalah berupa jalan utama tani dan posyandu serta saluran drainase
jalan yang ada di Desa Baleadi. Dalam pemberdayaan masyarakat, untuk saat ini
Desa Baleadi memberikan tugas kepada tim PKK untuk mengadakan kegiatan
pemberdayaan di Desa. Sedangkan pemberdayaan disini memerlukan dana yang
relatif besar, maka sulit untuk dijalankan dan dikembangkan apabila tidak ada
dana langsung yang dikhususkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan
Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian
ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: Kebutuhan penghasilan tetap
kepala desa dan perangkat desa. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa,
luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kepala desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber

daya manusia oleh karena itu terdapat anggaran sebagai modal pembangunan



untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Terkait dengan ADD sebenarnya merupakan lanjutan dari program bantuan desa

sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres

pembangunan desa. Namun sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian

dialokasikan melalui APBDes (Wawancara dengan Kepala Desa Baleadi)

Sejak dipimpin kepala desa Baleadi tahun anggaran 2019 telah dilakukan

alokasi dana desa dan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Adapun alokasi dana desa di jelaskan pada tabel berikut ini dengan perincian dana

yang dibutuhkan pada tahun 2019.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Baleadi Tahun Anggaran 2019

No Jenis Pekerjaan AIok(a;:O)D ana

1  Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu Rp. 20.730.000
2  Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu Rp. 11.810.000
3  Kegiatan Pencegahan Stunting Rp. 5.160.000
4 Pemb. Rabat Beton Jalan Galiran — Kudus Rp. 194.680.000
5  Pemb. Rabat Beton Jalan Galiran — Sono Rp. 100.000.000
6  Pemb. Rabat Beton Jalan Sono — Galiran Rp. 163.171.000
7  Pemb. Rabat Beton Jalan Sono — Sentral Rp. 197.677.000
8  Pemb. Rabat Beton jalan papasan — Galiran Rp. 90.115.000
9  Pemb. Rabat Beton Jalan Sono Rt 02 Rw 02 Rp. 42.154.000
10 Pemb. Rabat Beton Jalan Mlawat Rt 02 RW 05 Rp. 34.750.000
11 Pemb. Rabat Beton Jalan Mlawat Rt 02 Rw 05 Rp. 91.500.000
12 Pembangunan Jembatan Dk. Papasan Rt 03 Rw 03 Rp. 30.000.000
13 Pembangunan Jembatan Dk. Papasan Rt 02 Rw 04 Rp. 50.000.000
14 Pembangunan Talut Jalan Papasan — Sono Rp. 40.000.000
15 Pembangunan Talut Jalan Papasan RT 03 Rw 03 Rp. 52.650.000
16 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sono Rt 05 Rw 02  Rp. 98.496.000
17 Pembangunan Talut Papasan — Galiran Rp. 50.000.000
18 Pembangunan Embung Dk. Mlawat Rt 03 Rw 05 Rp. 100.000.000
19 Pembangunan saluran Pipa Untuk Air Bersih Dk. Galiran ~ Rp. 15.000.000
20 Pembangunan Saluran Pipa Untuk Air bersih Dk. Papasan Rp. 15.000.000
21 Pembangunan Jamban Untuk Keluarga Miskin Rp. 30.000.000
22 Pembangunan Saluran Irigasi Desa Rp. 42.960.000
23 Pelatihan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Segala Rp. 10.000.000

Kegiatan Desa
24 Pelatihan Peningkatan Taraf Perlindungan Anak dan Rp. 10.000.000
Keluarga

25 Pelatihan Pengelolaan Bumdesa Rp. 7.000.000
26 Penyertaan Modal Desa Rp. 50.000.000




Berdasarkan rencana tersebut penggunaan dana tersebut dikatakan belum
maksimal karena sebagian dari beberapa aspek penyelenggaraan pemerintah desa,
pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa belum bisa teralisasi secara keseluruhan. Melihat dari beberapa
aspek tersebut dalam alokasi dana desa adalah terlaksanakan penyelenggaraan
pemerintah desa, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 pasal 19 bahwa: 1) Dana desa
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 2) Dana desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut kesesuaian perencanaan dan tujuan
penggunaan dana desa dalam tiga aspek baik dalam bidang pembangunan,
pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sesuai dengan perencanaan dan tujuan
desa Baleadi karena semua dari 3 aspek dalam anggaran dana desa dapat
direalisasikan dengan baik.

Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka.
Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan
masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan itu sendiri. Pemerintah desa Baleadi belum sepenuhnya melakukan
sosialisasi untuk merangkul masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat belum
tercapai keseluruhan.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan program masyarakat desa Baleadi
mendukung semua rencana yang direncanakan oleh pemerintahan Kabupaten Pati
khususnya Desa Baleadi yang mana masyarakat sepenuhnya mendukung dan
ingin ikut ambil andil dalam pembangunan desa yang telah direncanakan agar
pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan akuntabel dan
transparansi dalam penggunaan anggaran dana desa yang direalisasikan

Pengelolaan dan pelaksanaan program atau kegiatan keuangan desa sudah

barang tentu ditemukan masalah dan faktor yang menjadi penghambat. Hal
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tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari
keuangan desa juga memiliki masalah dan faktor yang menjadi penghambat.
Pengelolaan Dana Desa tahun 2019 oleh pemerintah Desa Baleadi menunjukkan
adanya faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan dana desa Baleadi.
Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan dana desa Baleadi tahun 2019
tersebut, meliputi:

Aturan menjadi salah satu faktor terciptanya akuntabilitas yang
memiliki pengaruh cukup besar. Hal tersebut karena aturan adalah pedoman atau
petunjuk yang mutlak diperlukan agar organisasi, pekerjaan dan petugas memiliki
dasar hukum serta dapat berjalan atau bekerja secara teratur dan
terarah.Berdasarkan hasil penelitian, peraturan pemerintah di tingkat kabupaten
terutama peraturan bupati yang terlambat diterbitkan  dan berubah-ubah
mengakibatkan pengelolaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Baleadi mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban
pengelolaan Dana Desa kurang berjalan secara maksimal. Hal tersebut menurut
Muradi dan Rusli (2013: 194-196) karena aturan umumnya menekankan SOP
yang telah ditetapkan secara teratur dan sistematis untuk memberikan pedoman
dan dorongan dalam pelaksanaan pekerjaan. Peraturan juga merupakan pernyataan
eksplisit  tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Keduanya
menyatakan bahwa aturan bersifat mengikat sehingga memberikan kewaspadaan
pada pelaksanaan pekerjaan agar tidak melakukan menyimpang dan mendapatkan
sanksi. Oleh karena itu, aturan yang terlambat diterbitkan, berubah-ubah dan
kurang spesifik mengakibatkan tidak adanya dasar hukum dan pedoman
pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, sehingga pemerintah desa menjadi bingung
dan sangat berhati-hati dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, serta memilih
menunggu adanya peraturan untuk menyesuaikannya. Aturan yang terlambat
diterbitkan, berubah-ubah dan kurang spesifik juga berkaitan dengan kondisi
politik yang menjadi faktor eksternal penentu keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan pengelola Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Pati melalui peraturan Bupati tersebut merupakan kebijakan yang

dikeluarkan oleh pejabat politis. Kebijakan politis tersebut juga menunjukkan
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komitmen dan kepentingan yang diperjuangkan dan ingin dicapai oleh pejabat
publik. Oleh karena itu, aturan pengelolaan Dana Desa yang terlambat diterbitkan,
berubah-ubah dan kurang spesifik menunjukkan bahwa komitmen pemerintah
Kabupaten Pati untuk  mencapai tujuan Dana Desa yaitu meningkatkan
kesejahreraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan kurang maksimal.

Sumberdaya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri
manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif
dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh
potensinya untuk mencapai kesejateraan. Sumberdaya manusia yang kompeten
dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan
aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian, sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa
Baleadi kurang memahami perannya dalam pemerintahan desa, kurang memiliki
keterampilan dalam pengoperasian perangkat komputer dan memasuki usia tua.
Kondisi tersebut mengindikasikan sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa
Baleadi belum berkualitas dan memiliki kompetensi. Hal tersebut karena
sumberdaya manusia yang berkualitas adalah mereka yang mempunyai
kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan
kepadanya. Sumberdaya manusia yang kompeten adalah mereka yang meiliki
kemampuan dalam usaha pencapaian organisasi yang harus dimiliki demi tujuan
organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang yang sangat dibutuhkan
untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat.Posisi sumberdaya manusia
yang vital dalam organisasi tersebut, juga berlaku pada organisasi pemerintah
desa, dimana sumberdaya manusia aparatur yang kompeten dan berkualitas
sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar
tujuan pemerintah desa dapat tercapai, salah satunya adalah pengelolaan keuangan
desa dan dana desa. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya, dimana sumberdaya
manusia aparatur yang tidak kompeten dan berkualitas menghambat produktivitas
dan pencapaian tujuan pemerintah desa. Terhambatnya pencapaian tujuan

pemerintah desa menjadi indikasi bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
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tidak terwujud. Hal tersebut karena pencapaian tujuan merupakan salah satu
indikator akuntabilitas. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat
pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD menghambat akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah.

Selain itu mengungkapkan kualitas sumber daya manusia pemerintahan
Desa Baleadi pada yang rendah dan tidak semua aparatur dapat mengoperasikan
komputer, walaupun sudah memiliki juga menjadi penghambat akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa, khususnya Alokasi Dana Desa. Berdasarkan uraian
diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor ketiga yang menjadi penghambat
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Baleadi adalah
sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Baleadi. Hal tersebut karena
sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Baleadi belum berkualitas
dan memiliki kompetensi yang dapat mendukung pengelolaan Dana Desa
secara maksimal.

Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas akan bekerja
semakin maksimal dan mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan
organisasi dapat tercapai apabila dilengkapi dengan fasilitas kerja berupa
sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung
kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian terhadap
persyaratan meliputi bangunan, ruangan kerja dan fasilitas yang sesuali,
peralatan proses (perangkat lunak dan keras) dan pelayanan pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Baleadi hanya memiliki 1
set perangkat komputer meja dan dua buah laptop yang digunakan secara
bergiliran antara bendahara desa, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi
pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Baleadi
mengalami keterbatasan sarana dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2019.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, sarana kerja adalah
fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pengelolaan Dana Desa tahun 2019 oleh pemerintah Desa Baleadi secara
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eksternal juga terhambat karena belum dibentuk dan diterapkannya Sistem
Keuangan Desa atau Siskeudes secara online oleh pemerintah Kabupaten Pati.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Baleadi mengalami
keterbatasan prasarana dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, prasarana kerja
adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya
suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan Kinerja sesuai dengan tugas
dan tanggungjawabnya. Disamping terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran,
sarana dan prasarana informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan
Dana Desa bagi masyarakat atau publik juga terbatas. Hal tersebut menghambat
pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan
Dana Desa tahun 2019 oleh pemerintah Desa Baleadi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor keempat
yang menjadi penghambat pengelolaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Baleadi
adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Hal tersebut karena pemerintah Desa
Baleadi mengalami keterbatasan perkantoran, sistem operasi yang terintegrasi
secara online dan media informasi pengelolaan Dana Desa tahun 2019. Hasil ini
sejalan dengan penelitian Apriliani (2013) dan Winiarsih (2017) yang mana peran
kepala desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana desa sudah sesuai
dengan prioritas program kerja kepala desa

Pemerintah Desa Baleadi selain bekerja belum berbasis data, akuntabilitas
yang dilakukan juga mengalami kendala terkait budaya masyarakat Desa Baleadi
yang masih cenderung pasif dan menaruh kepercayaan yang tinggi pada
pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2019. Hal ini diperkuat
pendapat Gray et al. (1997), apabila pihak yang memiliki hak atas
pertanggungjawaban yaitu masyarakat bersifat pasif dan cenderung menaruh
kepercayaan yang tinggi pada pemerintah desa sehingga pengawalan dan
pengawasan pengelolaan Dana Desa menjadi terabaikan, maka esensi
akuntabilitas tidak akan terwujud. Dapat disimpulkan faktor kelima yang menjadi

penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Baleadi
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adalah budaya pemerintah Desa Baleadi yang belum bekerja berbasis data dan
budaya masyarakat Desa Baleadi yang masih cenderung pasif terkait informasi
pertanggungjawaban pemerintah Desa. Penelitian ini mendukung penelitian
Amalia dan Jalaluddin (2018) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban
laporan dan evaluasi bersama masyarakat pemerintah desa dan tranparansi kepada
masyarakat atas setiap penggunaan dana desa.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Alokasi penggunaan dana desa lebih di arahkan untuk pembangunan
infrastruktur desa yaitu Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu, Pengadaan
Sarana Prasarana Posyandu, Kegiatan Pencegahan Stunting, Pemb. Rabat
Beton Jalan Galiran — Kudus, Pemb. Rabat Beton Jalan Galiran — Sono, Pemb.
Rabat Beton Jalan Sono — Galiran, Pemb. Rabat Beton Jalan Sono — Sentral,
Pemb. Rabat Beton jalan papasan — Galiran, Pemb. Rabat Beton Jalan Sono Rt
02 Rw 02, Pemb. Rabat Beton Jalan Mlawat Rt 02 RW 05, Pemb. Rabat Beton
Jalan Mlawat Rt 02 Rw 05, Pembangunan Jembatan Dk. Papasan Rt 03 Rw
03, Pembangunan Jembatan Dk. Papasan Rt 02 Rw 04, Pembangunan Talut
Jalan Papasan — Sono, Pembangunan Talut Jalan Papasan RT 03 Rw 03,
Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sono Rt 05 Rw 02, Pembangunan Talut
Papasan — Galiran, Pembangunan Embung Dk. Mlawat Rt 03 Rw 05,
Pembangunan saluran Pipa Untuk Air Bersih Dk. Galiran, Pembangunan
Saluran Pipa Untuk Air bersih DKk. Papasan, Pembangunan Jamban Untuk
Keluarga Miskin, Pembangunan Saluran Irigasi Desa, Pelatihan Peningkatan
Peran Perempuan Dalam Segala Kegiatan Desa, Pelatihan Peningkatan Taraf
Perlindungan Anak dan Keluarga, Pelatihan Pengelolaan Bumdesa dan
Penyertaan Modal Desa.

Peran kepala desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana
desa tersebut adalah upaya pengawasan dalam tahap perencanaan alokasi dana

desa yaitu melakukan musyawarah, berkoordinasi dengan aparat desa dan
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2)

masyarakat desa. Sedangkan bentuk pengawasan kepala desa adalah
membentuk tim pelaksana pengawasan pembangunan dengan cara menunjuk
dan menyerahkan pengawasan kepada penanggungjawab pembangunan.
Tahap evaluasi dari seluruh perencanaan pembangunan fisik telah
terselesaikan dengan baik hanya dalam bidang administrasi kepala desa
memutuskan untuk menyewa tim untuk penyusunan laporan untuk memenuhi
standar ketentuan.

Faktor pendukung pengelolaan dan pelaksanaan program masyarakat desa
Baleadi mendukung semua rencana yang direncanakan oleh pemerintahan
Kabupaten Pati khususnya Desa Baleadi yang mana masyarakat sepenuhnya
mendukung dan ingin ikut ambil andil dalam pembangunan desa yang telah
direncanakan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai
dengan akuntabel dan transparansi dalam penggunaan anggaran dana desa
yang direalisasikan. Sedangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan
pengelolaan dana desa Baleadi tahun 2019 yaitu aturan, sumberdaya manusia

aparatur, sarana dan prasarana dan budaya kerja dan masyarakat.
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